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Ada Ditjen Khusus Pesantren

Evaluasi Bangunan Ponpes Lebih Efektif

WAKIL Ketua Komisi VIII
DPR Singgih Januratmoke
mendukung peningkatan status
Direktorat Pesantren Kemenag
yang saal ini berada di bawah
Ditjen Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren menjadi ditjen
lersendiri. Keberadaan Ditjen
Pesantren diyakini ekan mem-
berikan posisi yang lebih setara
bagi lembaga pendidikan [slam.

Posisi yang sctara, sambung-
nya, bisa membuat program bar-
uan pelatitian serta audit (eknis
bangunan lebih efektif. “Kalau
ada Ditjen khusus, tiap pesantren
bisa mendapat akses langsung ke
lenaga ahli, inspeksi bangunan,
hingpa dana perbaikan yang
ransparan dan tepat sasaran,”
kata Singgih di Jakarta, Jumal
(17710/2025).

Singgih menjelaskan, saat ini
adasekitar 5 juta santri dan lebih
dari 42 ribu pondok pesantren
(pompes) akil di Indonesia. Jika
ada Ditjen Pesantren, lembaga
ini akan lebih berdaya dalam me-
lindungi, membina, dan memaju-
kan pesantren. Tragedi Panpes Al
Khoiziny di Jatim jadi peringatan
akan kerentanan (ata kelola dan
infrastruktur pesaniren.

“Pesantren memiliki akar se-
jaraty yang kuat dan menjadi ben-

teng pembentukn karakler bang-
sa. Negara harus hadir memberd
dhukungan nyata," kata Singpih.

Soal ketimpangan penyaluran
ana untuk lembaga pesantren, Ler-
utarma dari Dana Abadi Pesantren
yang dikelola bersama Lem-
baga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP), selama ini lebih difokus-
kan pada beasiswa. Sedangkan
bantuan untuk pembanganan isik
dlan rehabilitasi miasih sangat keeil
dibandingkan kebutuhan.

Dia mengungkapkan, imbal
hasil Dana Abadi Pendidikan dan
Pesantren pada 2023 mencapai
Rp 9.3 trilion. Namun, hanya
sekdlar Rp 250 miliar yang disa-
lurkan ke lembaga pendidikan Is-
lam itu. Padabal untuk membuat
manfaatriya lebih luas, idealnya
perlu alokasi dana hingga sekitar
Rp 900 miliar untuk 5 juta santri.

“Sthingga dananya lidak han-
ya untuk beasiswa, Lelapi juga
pembangunan dan pemeliharaan
[iasilitas,” papar Legislator Frak-
si Golkar itu.

Selain itu, Singgih menilai pe-
nguatan SDM pesantren juga sa-
ngal mendesak. Pesantren adalah
wajahasli pendidian Iskam di In-
donesia yang telah berperan besar
dalam mencerdaskan bangsa dan
menanamkan nilai-nilai kebang-
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Singgih Januratmoko

saan. Namun, perhatian Pemerin-
tah masih belum seimbang.

Saal ini, lanjutnya, masih ba-
nyak pesantren yang dikelola
secara swadaya dengan fasilitas
terhatas, teknologi minim, dan
guru yang belum tersertifikasi.
“Data Balitbang Kemenag men-
catal lebih dari 60 persen gur
di pesantren belum bergear sar-
Jne. Ini bukan soal kemampuan,
tapi soal akses pendidikan yang
belum merata.” jelasnya.

Desakan juga datang dari
Fraksi PKB DPR. Melalui sang
ketua, Jazilul Fawaid, PKB
menilai, pembentukan Ditjen
Pesantren sudah menjadi ke-
butuhan mendesak. Terlebih di

lengah semakin besamya peran
pesantren dalam pendidikan,
pemberdayaan masyarakal, dan
penguatan karakter kebangsaan.

“Pesantren adalah institusi
pendidikan khas Indonesia yang
memiliki kontribusi besar ter-
hadap pembangunan bangsa,”
wjar Jazilul di Jakarta, Jumat
(17/10,2025).

Politikus yang karib disapa
Gus Jazil ity mengatakan, deng-
an jumlah pesantren yang lerus
meningkat dan ragam tanlangan
yang-dihadapi, sudah saatnya
pesantren memiliki unit kerja
mandiri di tingkat eselon L Se-
hingga tata kelola, pembiayaan,
dan pembangunan sarana prasa-
rang pesantren bisa berjalan
lebi efektil dan akuntabel,

Gus Jazil menambahkan, ke-
beradaan Ditjen Pesantren juga
diharapkan menjadi wujud pe-
ngatkuan negara lerhadap cksis-
lensi dan kontribusi pesantren
dalam mencetak gencrasi bangsa
yang berakhlak, moderal, dan
vinta Tanah Air. Dengan berbagai
kontribusi tersebut, pesantren
lidak banyak menuntut.

“Kini saatnya negara hadir
secara penuh, dengan kelem-
biagaan yang kuat dan kebijakan
yang berpihak,” tutumya.

Sebelummya, Wakil Ketua MPR
yang juga Angaola Komisi VIII
DPR Hidayat Nur Wahid men-
dukung peningkatan status Di-
rektorat Pesantren menjadi Ditjen
Pesantren. Dia mengklaim telah
lama mengusulkan hal tersebut,
mengingat jasa dan peran besar
pesanteen sebagai lembaga pen-
didikan formal khas Indoncsia,

Dia mengatakan, Pemerintah
perhumengoptimalkan dana aba-
di pesantren agar dipergunakan
untuk program renovasi dan
rehabilitast bangunan pesantren.
Apalagi, Pemerintah juga beren-
cana menggunakan APBN untuk
merenovasi Ponpes Al Khozny
serta audit kelayakan bangunan
di berbagai Ponpes lainnya.

Politikus PKS itu menekan-
kan, tragedi yang lerjadi pada
santri Al Khoziny, selain perlu
menjadi bahan cvaluasi, bisa
difadikan momentum penguatan
hadirnya Negara terhadap insti-
tusi pesantren. Salah satunya
adalah melalui pembentukan
Ditjen Pesantren.

“Puda prinsipnya dan sesuai
konstitusi, Pemerintah harus
memberikan dukungan, baik
melalui regulasi, pendampingan,
bantuan via APBN." pungkas-
nyd. BPYB
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